
BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU

NOMOR38TAHUN 2023

BUPATI LABUHANBATU

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU

NOMOR38TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LABUHANBATU

NOMOR9 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN

PENGELOLAAN DANA DESA

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU,

Menimbang a. bahwa dengan diundangkannya

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98

Tahun 2023 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Keuangan Nomor

201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan

Dana Desa maka perlu dilakukan

penyesuaian terhadap Peraturan Bupati

Labuhanbatu Nomor 9 Tahun 2023

tentang Pedoman Pengelolaan Dana

Desa Tahun Anggaran 2023;

b bahwa berdasarkan pertimbangan

sebagaimana dimaksud pada huruf a

perlu menetapkan Peraturan Bupati

tentang Perubahan Atas Peraturan

Bupati Labuhanbatu Nomor 9 Tahun

2023 tentang Pedoman Pengelolaan

Dana Desa Tahun Anggaran 2023;



-2 -

Mengingat 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Darurat Nomor 7

Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten

Dalam Lingkungan Daerah Provinsi

Sumatera Utara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 13

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun

2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 143, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor

6801);

4. Undang-Undang Nomor6 Tahun 2014

tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

7, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5495};

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
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beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Atas Peraturan Perundang-

undangan Nomor 23 Tahun 2014

Tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5079);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

tentang Hubungan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 4,

Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor6 Tahun 2014

tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539)

sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 11 Tahun 2019 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelakeanaan

Undang-Undang Nomor6 Tahun 2014

tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 6321);
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8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

2036) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

120 Tahun 2018 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik lndonesia

Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Republik lndonesia Nomor 8 Tahun

2022 tentang Prioritas Penggunaan

Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara

Republik lndonesia Tahun 2022 Nomor

960);

10. Peraturan Menteri Keuangan Republik

Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022

Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 1295) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 98/PMK.07/2023 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri

Keuangan Republik Indonesia Nomor

201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan

Dana Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN

ATAS PERATURAN BUPATI LABUHANBATU

NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DANA DESA

TAHUN ANGGARAN 2023.

PasMI

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Labuhanbatu

Nomor9 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Dana

Desa Tahun Anggaran 2023, diubah sehingga berbunyi

sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal2 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut.

Pasal2

(1) Penghitungan rincian Dana Desa secara bertahap

dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Sebagian Dana Desa dihitung sebelum Tahun

Anggaran berjalan; dan

b. Sebagian Dana Desa dihitung pada Tahun Anggaran

berjalan.

(2) Dana Desa yang dihitung sebelum Tahun Anggaran

berjalari dialokasikan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a dilakukan berdasarkan formula

pengalokasian.

(3) Formula pengalokasian untuk Dana Desa sebelum

Tahun Anggaran be alan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a dihitung secara merata dan berkeadilan

berdasarkan:

a. Alokasi Dasar;

b. Alokasi Afirmasi;
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c. Alokasi Kineija; dan

d. Alokasi Formula

Dana Desa yang dihitung pada Tahun Anggaran

be alan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb

dialokasikan sebagai Tambahan Dana Desa.

Formula pengalokasian untuk Tambahan Dana Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung secara

Proporsional dan memperhatikan kriteria berupa

a. Kriteria utama; dan

b. Kriteria kinerja.

Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (S)

hurufa,terdiri atas

- Desa bebas dari korupsi pada semester I Tahun

Anggaran 2023;

- Desa telah disalurkan Dana Desa nonBLT Desa

tahapI Tahun Anggaran 2023; dan

- Desa menganggarkan BLT Desa Tahun Anggaran

2023.

Desa yang tidak memenuhi kriteria utama sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) tidak diikuteertakan dalam

penghitungan tambahan Dana Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (5J.

Dalam halDesa tidak menganggarkan BLT Desa Tahun

Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

huruf c, Desa tetap memenuhi kriteria utama sepanjang

kriteria pada ayat (ö) huruf a dan hurufb terpenuhi

serta tidak terdapat keluarga miskin pada desil1 (satu).

Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf b,

terdiri atas kategori:

a. kine a Pemerintah Desa, yang terdiri atas:

1. kinerja keuangan dan pembangunan Desa; dan

2. tata kelola keuangan dan akuntabilitas keuangan

Desa; dan

b. penghargaan Desa dari kementerian negara/

lembaga.
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(10) Kategori kinerja keuangan dan pembangunan Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a angka1

terdiri atas dan memiliki bobot sebagai berikut

a. perubahan nilai indeks Desa membangun dari tahun

2022 ke tahun 2023 dengan bobot 10% (sepuluh

persen);

b. kine a penyaluran Dana Desa nonBLT Desa tahapI

tahun anggaran 2023 dengan bobot 15% (lima belas

persen);

c, kinerja penyaluran BLT Desa bulan kesatu sampai

dengan bulan ketiga tahun anggaran 2023 dengan

bobot 10% (sepuluh persen);

d. kinerja penyampaian peraturan kepala Desa atau

keputusan kepala Desa mengenai penetapan

keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun

anggaran 2023 dengan bobot 5% (lima persen); dan

e. kine a realisasi konsolidasi belanja APBDe9 semester

kedua terhadap anggaran tahun anggaran 2022

dengan bobot 10% (sepuluh persen).

(11) Kategori tata kelola keuangan dan akuntabilita9

keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9J

huruf a angka2 terdiri atas dan memiliki bobot sebagai

berikut:

a. ketersediaan laporan konsolidasi realisasi APBDes

semester kedua tahun anggaran 2022 dengan bobot

15% (lima belas persen);

b. ketersediaan APBDes tahun anggaran 2023 dengan

bobot 25% (dna puluh lima persen);

c. kelengkapan penyampaian laporan realisasi APBDes

tahun anggaran 2023 untuk bulan Januari sampai

dengan bulan Mei dengan bobot 5% (lima persen);

dan

d. kelengkapan penyampaian Laporan Daftar Transaksi

Harian Belanja Daerah (DTH) dan Rekapitulasi

Transakei Harian Belanja Daerah (RTH) tahun
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anggaran 2023 untuk bulan Januari sampai dengan

bulan Mei dengan bobot 5% (lima persen).

(12) Kategori penghargaan Desa dari kementerian

negara/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (9J

hurufb terdiri atas

a. Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2022;

b.Desa Digital tahun 2023;

c. Desa One Village One Product tahun 2023;

d. Pemenang Kepala Desa Perempuan Inspiratif tahun

2022;

e. Desa Percontohan Anti Korupsi tahun 2021 sampai

dengan tahun 2023; dan

f. Desa Devisa tahun 2022 dan tahun 2023 yang

diresmikan sebelum tanggal 30 Juni 2023.

(13) Data kriteria utama dan kriteria kinerja tahun berjalan

yang digunakan untuk penghitungan tambahan Dana

Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) bersumber

dari kementerian negara/lembaga terkait dan/atau

Pemerintah Daerah.

(14) Sumber data dalam pengalokasian tambahan Dana

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (10), ayat( 11),

dan ayat{ 12), sebagai berikut:

a. data nama dan kode Desa bersumber dari

Kementerian Dalam Negeri;

b. surat permohonan penghentian penyaluran Dana

Desa atas penetapan kepala Desa dan/atau

perangkat Desa sebagai tersangka penyalahgunaan

Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q.

Direktorat denderal Perimbangan Keuangan pada

semester pertama tahun anggaran 2023 dari Bupati;

c. data Desa sudah salur Dana Desa nonBLT Deea

tahap I tahun anggaran 2023 bersumber dari

Aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan;

d.data Desa menganggarkan BLT Desa tahun anggaran

2023 bersumber dari Aplikasi OM-SPAN Kementerian

Keuangan;
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e. data nilai indeks Desa membangun tahun 2022 dan

tahun 2023 bersumber dari Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

f. data kinerja penyaluran Dana Desa nonBLT Desa

tahun anggaran 2023 bersumber dari Aplikasi OM-

SPAN Kementerian Keuangan;

g. data kinerja penyaluran BLT Desa bulan kesatu

sampai dengan bulan ketiga tahun anggaran 2023

bersumber dari Aplikasi OM-SPAN Kementerian

Keuangan;

h data kinerja penyampaian peraturan kepala Desa

atau keputusan kepala Desa mengenai penetapan

keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun

anggaran 2023 bersumber dari Aplikasi OM-SPAN

Kementerian Keuangan;

Í. data laporan konsolidasi realisasi APBDes semester

kedua tahun anggaran 2022 bersumber dari

Kementerian Dalam Negeri;

data APBDes tahun anggaran 2023 bersumber dari

Kementerian Keuangan;

k.data kelengkapan penyampaian laporan realisasi

APBDes tahun anggaran 2023 untuk bulan Januari

sampai dengan bulan Mei bersumber dari

Kementerian Keuangan;

data kelengkapan penyampaian laporan Daftar

Transaksi Harian Belanja Daerah (DTH) dan

Rekapitulasi Transaksi Harían Belanja Daerah (RTH)

tahun anggaran 2023 untuk bulan Januari sampai

dengan bulan Mei bersumber dari Kementerian

Keuangan;

m. data kine a realisasi belanja terhadap anggaran

APBDes semester kedua tahun anggaran 2022 pada

laporan konsolidasi realisasi APBDee bersumber dari

Kementerian Dalam Negeri;
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n. data penerima Anugerah Desa Wisata Indonesia

tahun 2022 bersumber dari Kementerian Pariwisata

dan Ekonomi Kreatif;

o. data Desa Digital tahun 2023 bersumber dari

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,

dan Transmigrasi;

p. data Desa One Village One Product tahun 2023

bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

q. data pemenang Kepala Desa Perempuan Inspiratif

tahun 2022 bersumber dari Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

r. data Desa percontohan Anti Korupsi tahun 2021

sampai dengan tahun 2023 bersumber dari

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,

dan Transmigrasi; dan

s. data Desa Devisa tahun 2022 dan tahun 2023

sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 bersumber dari

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

Dalam rangka penghitungan Dana Desa pada tahun

anggaran be alan, Direktorat Jenderal Perimbangan

Keuangan menyampaikan permohonan data kriteria

utama dan kriteria kinerja tahun berjalan kepada

kementerian negara/lembaga dan/atau Pemerintah

Daerah.

Data kriteria utama dan kriteria kinerja yang digunakan

dalam penghitungan Dana Desa pada tahun anggaran

berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 14)

merupakan data yang telah diterima oleh Direktorat

Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat pada

hari kerja terakhir bulan Agustus 2023, kecuali untuk

data sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf b,

huruf j, huruf k, dan huruf l, paling lambat hari ke a

terakhir bulan Juni 2023.
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2. Diantara Pasal2 dan Pasal3 disisipkan1 (satu) pasal,

yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

(1) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan

penghitungan tambahan Dana Desa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal2 ayat (4) berdasarkan kriteria

utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal2 ayat (6)

dan kriteria kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2 ayat (9).

(2) Tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat( 1) dibagikan kepada Desa yang memiliki kineŞa

terbaik.

(3) Penetapan jumlah Desa per kabupaten/kota penerima

tambahan Dana Desa ditentukan secara proporsional

berdasarkan jumlah Desa perkabupaten kota dengan

ketentuan sebagai berikut:

Jumlah Desa

1 - 118

11- 249

Lebih dari 249

Persentase Jumlah Desa

Penerima Tambahan Dana

Desa

2 1% (dua puluh satu

persen)

20% (dua puluh persen)

19% (sembilan belas

persen)

(4) Peringkat Desa per kabupaten/kota dihitung

berdasarkan jumlah hasil perkalian antara nilai

indikator dengan bobot masing-masing indikator

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (10) dan

ayat (11).

(5) Desa penerima tambahan Dana Desa untuk kategori

kine a Pemerintah Deea merupakan Desa yang

mendapatkan peringkat tertinggi sesuai dengan jumlah
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penerima alokasi untuk setiap kabupaten/kota

sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(6) Tambahan Dana Desa untuk kategori kinerja

Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

dibagikan kepada setiap Desa berdasarkan kelengkapan

data APBDes Tahun Anggaran 2023 yang disampaikan

kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

dan/atau laporan konsolidasi realisasi APBDes

semester kedua Tahun Anggaran 20fl2 yang

disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri.

(7) Besaran tambahan Dana Desa setiap Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan

sebagai berikut:

Kelengkapan Data Besaran alokasi kinerja per

Keuangan Desa Desa

Tidak mengirimkan Rp.116.368.000,00 (seratus

APBDes dan Laporan enam belas juta tiga ratus

Konsolirl.np'si enam puluh delapan ribu

rupiah)

Hanya mengirimkan Rp.128.005.000,00 (seratus

Laporan Konsolidasi dna puluh delapan juta

lima ribu rupiah)

Hanya mengirimkan data Rp.133.823.000,00 (seratus

APBDes tiga puluh tiga juta delapan

ratus dua puluh tiga ribu

rupiah)

Mengirimkan data Rp.139.042.000,00 (seratus

APBDes dan Laporan tiga puluh sembilan juta

Konsolidasi enam ratus empat puluh

dua ribu rupiahl

(8) Desa yang menerima alokasi untuk kategori

penghargaan kementerian negara/lembaga merupakan

Desa yang menerima ealah satu penghargaan nacional
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dari kementerian negara/lembaga sebagaimana

dimaksud dalam Pasal2 ayat (12).

(9) Dalam hal Desa mendapatkan lebih dari 1 (satuJ

penghargaan untuk kategori penghargaan kementerian

negara/lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal2

ayat (12), kepada Desa tersebut hanya menerima

alokasi untuk1 (satu) jenis penghargaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (8).

(10) Besaran alokasi tambahan Dana Desa setiap Desa

untuk kategori penghargaan kementerian

negara/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (8)

ditetapkan sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima

juta rupiah).

(11) Dalam halterdapat sisa hasil penghitungan tambahan

Dana Desa, sisa penghitungan tersebut dibagikan

kepada seluruh Desa penerima tambahan Dana Deea

pada kabupaten/kota yang mendapatkan alokasi

tambahan Dana Desa terkecil dengan kriteria

a. memiliki jumlah Desa penerima tambahan Dana

Desa yang dapat membagi habis SÍisa hasil

penghitungan tambahan Dana Desa; dan

b. memiliki rata-rata perubahan indeks Desa

membangun tertinggi.

(12) Dalam ha1kabupaten/kota yang mendapatkan alokasi

tambahan Dana Desa terkecil sebagaimana dimaksud

pada ayat (11) tidak memenuhi kriteria, sisa hasil

penghitungan tambahan Dana Desa diberikan kepada

kabupaten/kota yang mendapatkan alokasi tambahan

Dana Desa terkecil selanjutnya.

3. Ketentuan Pasal4 diubah, sehingga Pasal4 berbunyi

sebagai berikut:
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Pasal4

Penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal3 ayat (4) huruf a

dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan

sebagai berikut:

a. tahap I, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu

Dana Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan

dilakukan paling cepat bulan Januari serta paling

lambat bulan Juni;

b.tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu

Dana Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan

dilakukan paling cepat bulan Maret serta paling

lambat bulan Oktober; dan

c. tahap III, sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu

Dana Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan

dilakukan paling cepat bulan Juni.

4. Ketentuan Pasal5 diubah, sehingga Pasal5 berbunyi

sebagai berikut:

PasM5

(1) Penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan

setelah KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif,

Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menerima

dokumen pereyaratan penyaluran dari Bupati secara

lengkap dan benar, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. tahapI berupa:

1. peraturan Desa mengenai APBDes; dan

2.eurat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
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b. tahap II berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran

Dana Desa tahun anggaran 2022; dan

2.laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran

Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap I

menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling

rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-

rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah

sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana

Desa untuk nonBLT Desa tahapI dan BLT Desa

yang telah disalurkan; dan

c. tahap III berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran

Dana Desa untuk nonBLT Desa sampai dengan

tahap II menunjukkan rata-rata realisasi

penyerapan paling rendah sebesar 90% (sembilan

puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran

menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh

puluh lima persen) dari Dana Desa untuk nonBLT

Desa tahap II dan BLT Deea yang telah disalurkan;

dan

2. laporan konvergensi pencegahan stuntinq tingkat

Desa tahun anggaran 2022.

(2) Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana

dimaksud pada ayat (lJ dilakukan dengan ketentuan

sebagai berikut:

a. tahap I paling lambat tanggal 23 Juni tahun

anggaran berjalan;

b. tahap II paling lambat tanggal 29 September tahun

anggaran be alan; dan

c. batas waktu untuk tahap III mengikuti ketentuan

mengenai langkah-langkah akhir tahun.

(3) Desa yang melaksanakan BLT Desa tahun anggaran

2022, selain persyaratan penyaluran sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b ditambahkan

perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat
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bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas tahun

anggaran 2022.

(4) Dalam halDesa tidak menerima penyaluran Dana Desa

untuk BLT Desa tahun anggaran 2022 selama 12 (dua

belas) bulan, Desa melakukan perekaman realisasi

jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu

sampai dengan bulan yang disalurkan.

(5) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat

kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a angka2 untuk seluruh

Desa, dan wajib disampaikan pada eaat penyampaian

dokumen persyaratan penyaluran tahapI pertama kali

disertai dengan daftar RKD.

(6) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1|

huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung

berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari

seluruh kegiatan setiap Desa.

(7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran

sebagaimana dimaksud pada ayat( 1) hurufb angka2

dan hurufc angka 1 disusun sesuai dengan tabel

referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran,

volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian

keluaran.

(8) Dalam haltabel referensi sebagaimana dimaksud pada

ayat (7) belum memenuhi kebutuhan input data, bupati

menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi

kepada KPA BUN Penyaluran Dana Desa, lnsentif,

Otonomi Khusus, dan Keistimewaan untuk dilakukan

pemutakhiran.

(9) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada

ayat (8) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh

Kementerian Dalam Negeri.

(10) Daftar RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (7|

merupakan daftar rekening kas setiap Desa pada bank

umum yang terdaftar dalam sistem kliring national

Bank Indonesia dan/ atau Bank Indonesia real time
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grov:s settiement sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(11) Dalam hal terdapat perubahan RKD sebagaimana

dimaksud pada ayat ( 10), Bupati menyampaikan

perubahan RKD kepada KPA BUN Penyaluran Dana

Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan.

(12) Tata cara dan penyampaian perubahan RKD

sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilaksanakan

berdasarkan ketentuan mengenai pengelolaan data

:supplier dan data kontrak dalam sistem

perbendaharaan dan anggaran negara.

(14) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana

dimaksud pada ayat (U disampaikan dengan surat

pengantar yang ditandatangani paling rendah oleh

pimpinan organisasi perangkat Daerah yang

menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan

Daerah atau pimpinan organisasi perangkat Daerah

yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan

masyarakat Desa.

(15) Pimpinan organisasi perangkat Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (14) ditunjuk oleh bupati.

(16) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta surat

pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat ( 15J

disampaikan dalam bentuk dokumen digital (:softcopg).

(17) Dokumen digital (ooflcopg) sebagaimana dimaksud pada

ayat (16) diolah dan dihasilkan melalui Aplikasi OM-

SPAN.

5. Ketentuan Pasal7 diubah, sehingga Pasal7 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal7

(1) Tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal2 ayat (4) disalurkan setelah KPA BUN Penyaluran



(2)

(3)

(4j

(5)

(6j
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Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan

Keistimewaan menerima dokumen persyaratan

penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar

berupa surat pernyataan Kepala Desa terkait komitmen

penganggaran tambahan Dana Desa dalam APBDes;

Penyaluran tambahan Dana Desa di tahun anggaran

be alan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan secara sekaligus paling cepat bulan

September 2023.

Penyaluran tambahan Dana Desa di tahun anggaran

be alan dilaksanakan setelah bupati melakukan

penandaan pengajuan penyaluran atas tambahan Dana

Desa atas Desa layak salur kepada KPA BUN

Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan

Keistimewaan melalui Aplikasi OM-SPAN yang disertai

dengan surat pengantar dan daftar rincian Desa.

Surat pengantar dan daftar rincian Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) ditandatangani paling rendah

oleh pimpinan organisasi perangkat Daerah yang

menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan

Daerah atau pimpinan organisasi perangkat Daerah

yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan

masyarakat Desa.

Pimpinan organisasi perangkat Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) ditunjuk oleh Bupati.

Batas waktu penerimaan dokumen persyaratan

penyaluran tambahan Dana Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat( 1) mengikuti ketentuan mengenai

langkah-langkah akhir tahun.

6. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3} diubah,

sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10
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(I) Berdasarkan rincian Dana Desa setiap Desa,

Pemerintah Desa menganggarkan Dana Desa dalam

APBDes.

(2) Pemerintah Desa yang mendapatkan tambahan

Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal2

ayat (4), melakukan perubahan APBDes sesuai

dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(3) Dalam rangka penatausahaan,

pertanggungjawaban, dan pelaporan Dana Desa,

Pemerintah Desa melakukan pencatatan

pendapatan dan belanja atas Dana Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat( 1) dan ayat (2).

7. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 14

(1) Pemerintah Desa menganggarkan dan

melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber

dari Dana Desa yang dihitung sebelum tahun

anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat ( 1) huruf a, diutamakan

penggunaannya untuk:

a. program pemulihan ekonomi, berupa

perlindungan sosial dan penanganan

kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa

paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling

banyak 25% (dna puluh lima persenJ dari

anggaran Dana Desa;

b. dana operasional Pemerintah Desa paling

banyak 3% (tiga persen) dari anggaran Dana

Desa;

c. program ketahanan pangan dan hewani paling

sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran
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Dana Desa termasuk pembangunan lumbung

pangan Desa; dan

d. dukungan program sektor prioritas di Desa

berupa bantuan permodalan kepada Badan

Usaha Milik Desa, program kesehatan termasuk

penanganan stuntinq, pariwisata skala desa

sesuai dengan potensi dan karakteristik Desa,

serta program atau kegiatan lain.

(2) Pemerintah Desa menganggarkan dan

melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber

dari Dana Desa yang dihitung pada tahun anggaran

be alan sebagaimana dimaksud dalam Pasal2 ayat

(1) huruf b,digunakan untuk

a.mendanai kegiatan sesuai dengan prioritas Desa;

dan/atau

b.penanganan bencana alam dan non-alam.

8. Ketentuan ayat (1) dan ayat (14) Pasal 15 diubah dan

setelah ayat (17) ditambahkan3 (tigaJ ayat, yakni ayat

(18), ayat (19), dan ayat (20), sehingga Pasal 15

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1} Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1)

huruf a diprioritaskan untuk keluarga miskin yang

berdomisili di Desa bersangkutan dan terdaftar

dalam keluarga desil1 data pensasaran percepatan

penghapusan kemiskinan ekstrem.

(2) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk

miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa dapat

menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT

Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga
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desil 2 sampai dengan desil 4 data pensasaran

percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

(3) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk

miskin yang terdaftar dalam keluarga desil1 sampai

dengan desil 4 data pensasaran percepatan

penghapusan kemiskinan ekstrem, Desa dapat

menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT

Desa berdasarkan kriteria

a. kehilangan mata pencaharian;

b.mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit

menahun/kronis dan/atau difabel;

c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga

harapan; atau

d.rumah tangga dengan anggota rumah tangga

tunggal lanjut usia.

Dalam halPemerintah Daerah belum memiliki data

pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan

ekstrem, Pemerintah Daerah dapat menyampaikan

surat permintaan data tersebut kepada Deputi

Bidang Koordiriasi Peningkatan Kesejahteraan

Sosial, Kementerian Koordinator Bidang

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

(5) Bupati menyampaikan data pensasaran percepatan

penghapusan kemiskinan ekstrem per Desa kepada

kepala Desa diwilayahnya.

(6) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)

ditetapkan dengan peraturan kepala Desa atau

keputusan kepala Desa.

(7) Peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit

memuat:

a.nama danalamat keluarga penerima manfaat;

b.rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan

jenis kelompok pekerjaan; dan

c. jumlah keluarga penerima manfaat.
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(8) Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp.

300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan

pertama sampai dengan bulan kedua belas per

keluarga penerima manfaat.

(9) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima

manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan

dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga)

bulan secara sekaligus.

(10) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua

sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari

kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal6 ayat (1) huruf a angka 2,pembayaran atas

selisih kekurangan BLT Desa bulan kedua sampai

dengan bulan kedua belas menggunakan Dana Desa

nonBLT Desa setiap bulan.

(11) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengalami

perubahan karena meninggal dunia atau tidak

memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa

wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat

yang bam.

(12) Dalam haltidak terdapat keluarga penerima manfaat

yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (11),

kepala Desa melakukan perubahan daftar keluarga

penerima manfaat BLT Desa yang masih tersisa

berdasarkan perekaman jumlah keluarga penerima

manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20

ayat (1) huruf a angka 2 dengan menjelaskan

penurunan realisasi jumlah keluarga penerima

manfaat.

(13a Kepala Desa melakukan pembayaran BLT Desa

sesuai dengan perubahan daftar jumlah keluarga

perierima manfaat sebagaimana dimaksud pada

ayat (12).
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Dana Desa untuk BLT Desa yang tidak dibayarkan

kepada keluarga penerima manfaat akibat

perubahan daftar jumlah keluarga penerima

manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (13), dapat digunakan untuk mendanai

kegiatan prioritas Desa lainnya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 14 ayat 1).

Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan

atas pendanaan kegiatan se bagaimana dimaksud

pada ayat (14) kepada Bupati.

Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah

keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan

data realisasi yang disampaikan oleh kepala Desa

disertai penjelasan perubahan realisasi jumlah

keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud

pada ayat ( 12} dan penggunaan sisa BLT Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (15) pada Aplikasi

OM-SPAN.

Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga

penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (11) dan/atau penambahan jumlah

keluarga penerima manfaat BLT Desa dengan

kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat

(2), dan ayat (3), perubahan dan/atau penambahan

tersebut ditetapkan dalam peraturan kepala Deea

atau keputusan kepala Desa setelah dilaksanakan

musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil.

Bupati mengunggah dokumen perubahan peraturan

kepala Desa atau keputusan kepala Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (17) pada Aplikasi

OM-SPAN.

Dalam halDesa menganggarkan BLT Desa kurang

dari 10% (sepuluh persen) dari anggaran

Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14

ayat (U huruf a karena jumlah keluarga penerima

manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada
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ayat (1) sampai dengan ayat (3) tidak mencukupi,

Bupati menyampaikan surat permintaan perekaman

keluarga penerima manfaat BLT Deea kepada

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

(20) Selisih antara anggaran BLT Desa paling sedikit

10% (sepuluh persen) sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14 ayat( 1) huruf a dengan anggaran BLT Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (19) menjadi sisa

Dana Desa di RKUN dan tidak dapat disalurkan

pada Tahun Anggaran berikutnya.

9. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu)

pasal, yakni Pasal 15A sehingga berbunyi sebagai

berikut

Pasal 15A

Sisa alokasi BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal6 ayat (6) dapat digunakan untuk melaksanakan

kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

14 ayat (1).

10. Di antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan1 (satu)

pasal, yakni Pasal 34A sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 34A

(l) Dalam hal terdapat permasalahan Desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1)

huruf a pada Desa yang menerima tambahan Dana

Desa, Menteri Keuangan c.q. Direktur denderal

Perimbangan Keuangan melakukan penghentian

penyaluran tambahan Dana Desa.

(2) Tambahan Dana Desa yang dihentikan

penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat
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(1) menjadi sisa Dana Desa di RKUN dan tidak

disalurkan pada Tahun Anggaran berikutnya.

11. Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan1 (satu)

pasal, yakni Pasal 38A sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 38A

Ketentuan mengenai:

a.tambahan Dana Desa setiap Desa yang merupakan

hasil penghitungan tambahan Dana Desa setiap

Desa tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2A ayat( 1); dan

b. format surat pernyataan komitmen penganggaran

tambahan Dana Desa tahun anggaran 2023

sebagaimana dimaksud dalam Pasal7 ayat (1),

tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpieahkan dari Peraturan Menteri

ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatarinya dalam Berita Daerah Kabupaten

Labuhanbatu.

Ditetapkan diRantauprapat

pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI LABUHANBATU,

ttd

ERIK ADTRADA RITONGA

Diundangkan dalam Berita Daerah

Kabupaten Labuhanbatu

Nomor 38 Tahun 2023

Tanggal 29 Desember 2023

Plt.SEKRET PRIS DAERAH

KABUPATEN LABUHANBATU,

ttd

HASAN HERI RAMBE
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B. FORMAT SURAT PERNYATAAN KOMITMEN PENGANGGARAN TAMBAHAN DANA

DESA TAHUN ANGGARAN 2023

(KOPSURAT).......(1)

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN PENGANGGARAN

TAMBAHAN DANA DESATAHUNANGGARAN 2023

Yang bertanda tangan dibawah int:

Nama

Jabatan

Alamat

Kepala Desa ................................

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

(2)

(3)

1. Tambahan Dana Desa TA 2023 sebesarRp.........(5)akan dianggarkan

dalam Peraturan Desa tentang APBDes Perubahan TA 2023 atau

Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes PerubahanTA 2023.

2. Tambahan Dana Desa tersebut akan digunakan untuk mendanai program

dan kegiatan sebagai berikut:

a. mendanai kegiatan sesuai dengan prioritas desa; dan/atau

b. penanganan bencana alam dan non-alam.

3. Dalam hal terdapat sisa atas tambahan Dana Desa TA 2023, akan

dianggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Demikian surat pernyataan intdibuat dengan sebenar-benarnya.

................(6}, ...................

Kepala Desa ........................(7)

kfETERAl

R9 I0.000



NO

PETUNJUK PENGISI.UN

( 1) Diisikor surat De sa tersebut

(2) Diisi dengan nam a Kepala De sa

(3} Diisi dengan neroo De sa tempat menjabat

{4) Diisi dengan alamat tempat tinggal Kepala Desa

(5) Düsi jumlah tambahan Dana Desa

(6) Diisi riama Kota dan tanggal penundatang man

(7) Düsi dengan nama Desa

(8) Diisi nama Iíepala De sa

BUPATI LABUHANBATU,

ttd

ERIK ADTRADA RITONCiA


